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APBN DI RIAU SURPLUS RP 72 MILIAR PADA TRIWULAN I TAHUN 2023 
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Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Riau melaporkan 

kinerja APBN Riau surplus Rp72 miliar pada triwulan I tahun 2023. "Kinerja APBN di 

Riau menunjukkan hal positif sampai dengan triwulan I tahun 2023, pendapatan masih 

kuat dan tren belanja yang positif," kata Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau, Ismed 

Saputra di Pekanbaru, Senin. 

Ismet menjelaskan, sumber pendapatan Riau yang menyumbang surplus adalah 

perpajakan, yang terealisasi sebesar Rp4,52 triliun, atau 20,45 persen dari target. "Dengan 

penerimaan terbesar pada Pajak Penghasilan disusul oleh Pajak Pertambahan 

Nilai,"katanya. 

Selain itu, penyumbang lainnya adalah penerimaan bea cukai sebesar Rp969 M, 

dengan proporsi terbesar pada penerimaan bea keluar sebesar Rp916,47 M. Komoditas 

penyumbang terbesar bea keluar adalah komoditas Refined Bleached and Deodorized 

(RBD) Palm Olein dan CPO. 

Dari sisi penerimaan Negara bukan pajak terealisasi sebesar Rp403 M, dengan 

salah satu andil dari pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) di Riau yaitu Universitas 

Riau sebesar Rp103,74 M, UIN Suska sebesar Rp60,49 M dan Rumah Sakit Bhayangkara 

sebesar Rp3,81 M. 
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Catatan: 

Yang dimaksud dengan penerimaan negara sebagaimana dinyatakan dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah uang yang 

masuk ke kas negara. Sedangkan pendapatan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 

adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang 

terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan 

Hibah. Penerimaan Perpajakan sendiri terdiri dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak 

Perdagangan Internasional.  

Kemudian, Pendapatan Pajak Dalam Negeri terdiri dari semua penerimaan negara 

yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai 

barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak 

bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.  

Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang 

dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun 

tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh 

Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan 

Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam 

mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, objek PNBP terdiri atas:  

a. Pemanfaatan sumber daya alam; 

b. Pelayanan; 

c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan; 

d. Pengelolaan Barang Milik Negara; 

e. Pengelolaan Dana; dan 

f. Hak Negara lainnya. 

  Adapun Fungsi dari APBN adalah: 

a. Fungsi Alokasi 

Dari segi alokasi, APBN berfungsi untuk membagi anggaran berdasarkan tujuannya 

apakah untuk pemerataan atau pembangunan. 
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b. Fungsi Distribusi 

APBN bertujuan untuk mendistribusikan dana kepada masyarakat sesuai alokasi yang 

sudah dirancang sebelumnya. 

c. Fungsi Stabilisasi 

Fungsi ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan keuangan antara masyarakat 

lewat intervensi demi menghindari inflasi. 

d. Fungsi Perencanaan 

Berfungsi untuk mengatur alokasi sumber daya yang ada berdasarkan rencana yang 

sudah dibuat setiap tahunnya. 

e. Fungsi Otorisasi 

APBN memiliki fungsi otoritas yang berarti anggaran negara merupakan dasar dalam 

pelaksanaan pendapatan maupun belanja negara per tahunnya. 

f. Fungsi Regulasi  

APBN berfungsi untuk memacu kebutuhan ekonomi sebuah negara dengan tujuan 

jangka panjang membuat kehidupan rakyat lebih makmur. 

 

  

 


